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Yulianthi Rahmayani 

Pcmbimbing: 
AtiUa Ismail, SH 

A B S I R A K 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah ; 

1. Bagaimanakah bentuk periindungan hukum yang dibcrikan oieh Peraturan 
pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemihk modal 
nasional. khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam suatu 
perusahaan modal asing? 

2. Bagaimanakah peranan Badan Koordinasi Penanap Modal Daerah 
melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki 
modal/ saham minoritas dalam perusahaan modal asing sehubungan dengan 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut'' 

Penuiisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang 
bersifat eksploratoris atau penjelajahan. karena tidak ada maksud menguii 
hipotesa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode : 
a. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu memperoleh data sekunder 

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-
buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peratauran perundang-
undangan yang berlaku, khususnya dibifang penanaman modal asmg. 

b. Penelitian lapangan (field research), yaitu untuk memperoleh data primer 
dengan cara melakukan pengamatan, kuisioner dan wawancara dengan 
responden penelitian, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah 
Propinsi Sumatera Selatan dan PT. Guthrie Percconina Indonesia. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan editing dan 
kategon terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data 
secara kualitatif untuk pengambilan suatu kesimpulan. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan 
Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman 
Modal Asing, memberikan beberapa kelonggaran kepada pemilik modal 
asing, antara lain : kelonggaran dalam besamya prosentase dan dihapuskannya 
ketentuan divestasi. Berbagai kelonggaran yang diberikan oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 kepada pemilik modal asing akan sangat 
berpengaruh dalam hal ; penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur 
modal), penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta pengolahan 
dan pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan. Kondisi 
demikian, diduga akan dapat merugikan kepentingan pemilik modal nasional. 
Namun demikian, jika kita cermati, isi dari pasal-pasal dalam peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 itu, maka Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam melindungi 
kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham 
minoritas dalam suatu perusahaan modal asing. 

Berdasarkan penelitian dan analisis lebih jauh, terutama yang 
berkaitan dengan permasalahan, maka dapat disimpuikan. 
1. Periindungan hukum yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 tentang 

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman 
Modal Asing terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan 
Perusahaan Modal Asing, pada intinya berbentuk ketentuan-ketentuan yang 
membatasi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada Pemilik Modal 
Asing, baik dalam hal : penetapan prosentase kepemilikan modal/ saham (struktur 
modal), penentuan dan pengguanaan direksi dan tenaga kerja, maupun 
pengelolaan dan pengawasan dalam suatu perusahaan modal asing. 

2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melindungi 
kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham 
minuritas dalam suatu perusahaan modal asing adalah melakukan pemantauan dan 
evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan 
modal asing yang bersangkutan, termasuk dalam hal ; proses pengalihan saham/ 
modal perusahaan, penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja 
perusahaan serta pengolahan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, BKPMD 
dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan modal asing yang telah terbukti 
melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
penanaman modal asing, ketentuan proyek penanaman modal asing dan 
ketentuan perizinan yang telah diberikan serta terbukti pula telah 
menyaiahgunakan fasilitas penanaman modal asing yang diberikan oleh 
Pemerintah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Setiap pembangunan nasional pada umumnya bersifat 

multidimensional, karena itu cukup kompleks dan mcmerlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas (menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang teguh), 

sumber daya alam yang polcnsial, serta icntunya sumber dana yang 

sangat besar, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Berbagai bentuk dan cara pemanfaatan sumber daya dan dana 

yang berasal dari luar negeri ditempuh oleh masing-masing, termasuk 

Indonesia. Salah satu bentuk dan cara pemanfaatan sumber daya dan 

dana yang berasal dari luar negeri adalah melalui penanaman modal 

asing. 

Dapat dipahami jika banyak negara, termasuk Indonesia, 

memanfaatkan penanaman modal asing untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya dan dana bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan 

nasionalnya. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing mempunyai 

beberapa pemanfaatan positif, seperti yang dikemukakan oleh Menteri 

I 
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Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman 

Modal !r. Sanyoto Sastrowardoyo, yaitu : 
1. Dapat menjadi altematif sumber pembiayaan pembangunan 

industri; 
2. Membantu dalam upaya peningkatan ekspor non migas; 
3. Ikut membuka lapangan kerja baru, 
4. Menstimulasi tumbuhnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

(multiplier effect), dan 
5. Dapat menjadi wahana alih teknologi, keterampilan dan 

penguasaan.'* 

Di Indonesia, pemanfaatan penanaman modal asing untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional mendapat landasan 

hukum yang kuat, yaitu ketetapan MPR tahun 1998 tentang 

Pembangunan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan 

Pembangunan. Dalam Pasal 10 Ketetapan MPRS No ,XXni /MPRS/1998 

tersebut dinyatakan bahwa : 

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih 
lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kemampuan serta 
kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi azas ini tidak boleh 
menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan polensi-potensi modal, 
teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, selama segala 
bantuan itu benar-benar diabdikan bagi kepentingan nasional rakyat 
tanpa mengakibatkan kelergantungan terhadap luar negeri, 

Sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 10 Ketetapan MPRS 

No. XXIII/MPRS/1998 tersebut Pemerintah Indonesia telah mengambil 

Sanyoto Sastrowardoyo, PF No. 20 Tahun 199-f dan Pengemhangan 
Investasi, Newsletter, No. 19/V/Desember/1994, h. 27. 
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langkah-langkah perbaikan ekonomi, dimuiai dengan kebijaksanaan 

rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi ekonomi dan bidang-bidang 

lainnya yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita), serta menerbitkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, 

Adapun mengenai dampak penerapan kebijaksanaan "pintu 

terbuka" itu, dapatlah penulis kutip pendapat Ha! Hill, seorang peneliti 

ekonomi dari Amerika Serikat sebagai berikut: 
".. .penerapan kebijaksanaan pinlu terbuka bagi penanaman modal 

asing tcrnyata telah membawa dampak yang sangat besar bagi 
perekonomian Indonesia. Dari tahun 1967 sampai tahun 1990, 
perekonomian Indonesia lumbuh pcsat, dengan produksi Domestik 
Bruto (PDB) yang meningkat rata-rata 8 % pertahun. Kurun waktu 
pertumbuhan yang cepal dan berkelanjutan itu tidak pemah terjadi 
sebelumnya dalam sejarah negara Indonesia, Lebih dari ilu kinerja 
ekonomi Indonesia sejak tahun 1967 lidak hanya baik dalam 
perspektif sejarah negara Indonesia, tetapi juga apabila dibandingkan 
dengan tetangga dt ASEAN dan Asia Timur Laut yang dinamis.^' 

Merfiasuki abad ke-21, bertepatan dengan dilaksanakannya 

Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, bangsa Indonesia mcnghadapi 

berbagai macam tantangan yang timbul sebagai pengaruh dari proses 

Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, LP3Es, 
Jakarta, 1991, h. 2. 
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globalisasi ekonomi yang semakin tajam serta liberalisasi ekonomi di 

banyak negara, yang menurut Menteri Negara Penggerak Dana 

Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sanyoto 

Sastrowardoyo, terdiri da r i : 
1. Yang berasal dari dalam negeri, berupa berbagai keterbatasan dari 

sisi permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. 
2. Yang berasal dari luar negeri, berupa persaingan dalam mengisi 

pangsa pasar dunia yang semakin tajam dan ketatnya persaingan 
dalam menarik investor asing; 

3. Adanya perubahan-perubahan di Asia Pasifik, karena semakin 
cepat terlaksananya kesepakatan APEC disektor perdagangan dan 
investasi akan menimbulkan berbagai peluang usaha terutama 
sektor industri ; 

4. Kondisi iklim usaha atau iklim berusaha dt dalam negeri.''' 

Untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, 

khususnya tantangan berupa semakin ketatnya persaingan dalam 
menarik investor asing dan kondisi iklim usaha (atau iklim investasi) 
yang belum kondusif bagi pclaksanaan penanaman modal asing di dalam 
negeri, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai dereguiasi, 
diantaranya dengan menerbitkan peraturan-peraturan perundang-
undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka 
Penanaman Modal Asing. 

Sanyoto Sastrowardoyo, Seminar Pelaksanaan PI* No. 20 Tahun 
J994, Newsletter, No. XX, Maret, 1995, h. 22 - 23. 
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Pada suatu sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 

dinilai mampu mengakomodasikan berbagai kondisi yang diinginkan 

oleh para penanam modal asing, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi 

penanaman modal, Sanyoto Sastrowardoyo, yaitu : 
1. Kebebasan dalam kepemilikan saham, termasuk dihapuskannya 

ketentuan divestasi 
2. Kebebasan menetapkan sendiri nilai investasinya 
3. Perlakuan yang sama dalam hukum dan kedudukan 
4. Adanya jaminan berinvestasi dan berusaha dan 
5. Diterimanya kehadirannya sebagai mitra pembangunan. 

Namun sayangnya, pada sisi lainnya, PP No. 20/1994 tersebut 

terlalu banyak memberikan kelonggaran kepada para penanam modal 

asing, antara Iain ; 

1. Kecuali bidang-bidang usaha tertentu yang tergolong penting dan 

menguasai hajat hidup orang banyak, seluruh modal perusahaan 

dalam rangka penanaman modal asing dapat dimiliki oleh warga 

negara asing dan/ atau badan hukum asing dan dapat berlokasi di 

seluruh wilayah Indonesia. 

2. Dihapuskannya ketentuan minimum investasi: 

*' Sanyoto Sastrowardoyo op. Cit, h. 27 
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3. Dimungkinkannya perusahaan modal asing yang telah berproduksi 

komersial untuk membeli saham perusahaan yang telah berdiri dan 

berbentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; dan 

4. Dihapuskannya ketentuan investasi. 

Adanya berbagai kelonggaran yang diberikan oleh PP No, 

20/1994 kepada penanam modal asing, khususnya kelonggaran dalam 

prosentase kepemilikan saham, membuka kemungkinan masuknya modal 

asing melebihi ketentuan, meskipun hanya dalam rangka penyelamatan 

dan penyehatan perusahaan (salvage). 

Besamya prosentase modal/ saham yang dimiliki oleh penanam/ 

pemilik modal asing dalam suatu perusahaan modal asing akan sangat 

berpengaruh dalam penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, 

pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing tersebut, 

mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pemilik modal diberikan 

wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana 

modal/ sahamnya ditanam. Semakin besar modal/ saham yang 

ditanamkan, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat ditanamkan 
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oleh pemilik/ penanam modal/ saham. Kondisi demikian pada akhirnya 

akan dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia sendiri. 

Dalam hal ini, patut kita ingat pemyataan yang dikemukakan 

oleh Sumantoro sebagai berikut; 
. . .Penanaman modal yang dilakukan investor asing tidak hanya 

berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, seperti pencari 
keuntungan, mempercepat posisi bersaing dan mendapat out line 
pemasaran, akan tetapi juga didasarkan atas dorongan kepentingan 
politik. Sedangkan Pemerintah, khususnya investor/ penanam modal 
nasional berusaha untuk dapat memanfaatkan modal, keahlian dan 
pengalaman modal asing untuk beperan dalam pembangunan.'^' 

Adanya berbagai kepentingan dalam pendirian perusahaan modal 

memungkinkan pertentangan kepentingan (Conflict of Interest) antara 

kepentingan penanam/pemilik modal asing dengan kepentingan pemilik/ 

penanam modal nasional yang dapat merugikan kepentingan pemilik/ 

penanam modal nasional, dan pada akhirnya dapat merugikan 

kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan. 

Latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, telah 

mendorong penulis untuk meneiiti dan menganalisis tentang 

periindungan hukum bagi pemilik modal nasional, khususnya yang 

memiliki modal/saham minontas dalam perusahaan modal asing menurut 

'̂ Sumantoro, Kerja sama Palimgan dengan Modal Asing, Alumni, 
Bandung, 1984, h. 161. 
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PP No. 20 tahun 1994, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk 

skripsi ini yang - berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL 
ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 
TAHUN 1994. 

B. Permasalahan 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk periindungan hukum yang diberikan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan 

pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas 

dalam suatu perusahaan modal asing ? 

2. Bagaimanakah peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Daerah dalam melindungi kepentingan pemiiik modal nasional, 

khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam 

perusahaan modal asing sehubungan dengan diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut ? 



9 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
Dalam penuiisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan, yaitu hanya meneiiti dan menganalisis bentuk-bentuk 

periindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 1994 tentang kepentingan pemilik modal nasional yang 

memiliki modal/ saham minoritas di perusahaan modal asing dalam 

penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur modal) perusahaan, 

penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan 

pengawasan perusahaan. 

Selain itu, penuils juga akan meneiiti dan menganalisis Peranan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Daerah dalam melindungi 

kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ 

saham minoritas dalam Perusahaan Modal Asing sehubungan dengan 

dberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut. 

D. Metodelogi 
Suatu penuiisan ilmiah, haruslah menggunakan metode penelitian 

yang tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih sistematis, 

terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Dalam rangka memenuhi persyaratan ilmiah tersebut , maka dalam 
penuiisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yang bersifat cmpiris 
(pendekatan yuridis sosiologis). 

Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan dianalisis 
digunakan tipe penelitian eksploratoris atau penjelajahan, karena tidak 
ada maksud untuk menguji hipotesa. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data yang bersifat 
primer atau sekunder, digunakan metode : 
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dalam rangka memperoleh 
data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan-
bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, 
makalah seminar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya dibidang penanaman modal asing. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data 

primer secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan dan PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa pengamatan dan wawancara 
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dengan responden penelitian yang ditentukan secara sengaja atau 

bertujuan (purposive sampling). 

Seteiah data diperoleh dari hasil penelitian, baik penelitian 

kepustakaan maupun penelitian lapangan. 

Seteiah pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data 

secara kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan. 



B A B II 

r i N J A L A N U M U M TENTANG P E N A N A M A N M O D A L ASING DAN 

BADAN KOORDINASI P E N A N A M A N M O D A L DAERAH 

Pengertian Penanaman Modal Asing 

Dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN tahun 1967 

. 1, TLN No. 2818) lentang Penanaman Modal Asing (sclanjulnya disingkat 

igan UPMA) discbutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal 

ag (selanjutnya disingkat dengan PMA) adalah : 

;al 1 : 
Yang dimaksud dengan penanaman modal di dalam Undang-undang ini 

hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan 
menurut aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan 
yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti 
baliwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman 
modal tersebut. 

Jika dicermati perumusan Pasal 1 UPMA di atas, maka dapat 

ahami bahwa pengertian PMA mengandung 3 elemen pokok yaitu : 

a. Penanaman modal secara langsung ; 

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan: 

c. Resiko yang ditanggung oleh pemilik modal. 

12 
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Pengertian Modal Asing 
Menurut pasal 2 UPMA, yang dimaksud dengan modal asing ialah : 

Sub. a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah 
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia". 

Menurut Pasal 2 sub, a ini, maka alat pembayaran luar negeri adalah 

modal asing. Untuk menentukan alat pembayaran luar negeri yang mana 

termasuk pengertian modal asing, dalam hal ini pembuat Undang-undang 

menggunakan sebagai kriterium "kekayaan devisa Indonesia", akan tetapi 

UPMA tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kekayaan devisa 

Indonesia. 

Dalam Pasal 1 ayat (4) sub a dan b Undang-undang No. 32 Tahun 1964 

(LN Tahun 1964 No. 131, TLN No. 2717) tentang Peraturan Lalu Lintas 

Devisadisebut bahwa: 

"Devisa adalah saido bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan 

kurs resmi dari Bank Indonesia yang valuta asing lainnya, tidak termasuk uang 

logam yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia". 

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tersebut 

dinyatakan bahwa : 

"Devisa termaksud di atas berasal baik dari kekayaan alam maupun 

usaha Indonesia, dan devisa itu dikuasai oleh Negara". 
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Mengenai pengertian devisa yang dikuasai oleh negara seperti tersebut 
dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964, maka Ismail Suny 
mengatakan : 

" Penguasaan oieh negara ini tidaklah senantiasa bersifat 
kepemilikan, oleh karena pemilikan devisa tidak terbatas pada negara saja, 
akan tetapi terdapat pula devisa yang dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia. Jadi pengguasaan oleh negara terhadap devisa dapat dalam arti 
pemilikan, dalam hal ini devisa yang secara langsung diharuskan untuk 
diserahkan kepada dana devisa dan dapat pula penguasaan itu dalam arti 
mengatur cara penggunaan ataupun cara pemakaian devisa yang dimiliki 
oleh Warga Negara Indonesia yang tidak diharuskan untuk diserahkan 
langsung kepada dana devisa". 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpuikan bahwa yang dimaksud 
dengan kekayaan devisa Indonesia ialah devisa yang dikuasai oleh negara 
maupun Warga Negara Indonesia. 

Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing ialah alat 
pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk 
pembiayaan perusahaan di Indonesia dengan persetujuan Pemerintah dalam 
bentuk Izin Penanaman Modal Asing. 
Sub b. "Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru 

milik orang asing dan bahan-bahan yang dimaksudkan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai 
dari kekayaan devisa Indonesia". 

Selain alat pembayaran luar negeri, dalam sub b ini ditentukan bahwa 

alat-alat untuk perusahaan pun merrupakan modal asing. Akan tetapi alat-alat 

perusahaan itu haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas biaya/ beban dari 
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kekayaan devisa Indonesia, artinya bahwa alat-alat itu tidak dibeli dengan 

menggunakan devisa yang berada dalam penguasaan negara. 

Subc . "Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini 

diperkenankan ditranster, tetapi dipergunakan untuk membiayai 

perusahaan di Indonesia". 

Menurut sub c ini, bagian dari hasil perusahaan juga merupakan modal 

asing, Yang dimaksud dengan bagian dari hasil perusahaan ialah bagian yang 

diperkenankan ditransfer menurut Pasal 19 UPMA yang antara lain berupa 

keuntungan modal asing. 

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu 

Lintas Devisa, dalam Memori Penjelasannya discbutkan bahwa : ".. . Bagian 

dari hasil perusahaan ini sesungguhnya merupakan devisa yang berasal dari 

kekayaan alam dan devisa Indonesia, yang dikuasai Negara, dan dengan 

demikian merupakan kekayaan devisa Indonesia". 

B. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha Perusahaan Modal 
Asing 

L Bentuk Hukum dan Kedudukan 

Mengenai bentuk hukum dan kedudukan perusahaan modal asing diatur 

dalam Pasal 3 UPMA yang, selengkapnya berbunyi: 



16 

Pasal 3. 
A y a t ( l ) : "Perusahaan yang dimaksud dalam pasal I yang dijalankan untuk 

seluruhnya atau seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia 
sebagai kesatuan perusahaan tcrsendiri yang berbentuk Badan 
hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia". 

Ayat (2) ; "Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan 
untuk seluruhnya alau bagian terbesar di Indonesia sebagai 
kesatuan perusahaan tersendiri". 

Jika dicermati, maka Pasal 3 ayat (1) UPMA merupakan ketentuan 

yang bersifat imperatif, yaitu suatu ketentuan yang mewajibkan perusahaan 

modal asing yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan 

tersendiri, harus berbentuk Badan Hukum Indonesia menurut Hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

UPMA memberikan 2 (dua) kemungkinan dari perusahaan yang 

dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, yaitu : 

a. Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya di Indonesia, atau; 

b. Perusahaan yang dijalankan untuk bagian terbesar di Indonesia. 

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), maka sebagai kesatuan perusahaan 

tersebut haruslah perusahaan modal asing itu berbentuk Badan Hukum 

menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan sesuai dengan 

Pasal 3 ayat (2) maka pemerintah yang akan menentukan apakah perusahaan 
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modal asing itu merupakan perusahaan yang dijalankan sebagai kesatuan 
perusahaan tersend iri. ' 

Mengenai pengertian badan hukum, maka dalam rangka penanaman 
modal asing ini, dapatlah dikemukakan pengertian yang diberikan oieh Chaidir 
Ali, yaitu : "Badan hukum ialah perkumpulan orang (organisasi) yang dapat 
melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan 
hukum (rechttsbelrekking), yang mempunyai hana kekayaan sendiri, pengurus, 
hak dan kewajiban serta dapat digugat atau menggugat di pengadilan".''' 

Mengenai status kewarganegaraan bagi badan hukum, maka ada 
baiknya penulis kutip pendapat yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, 
sebagai berikut: 

... dalam Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1968, 
tidaklah terdapat peraturan yang tegas. Pemerintah pada waktu 
pembicaraan mengenai RUU tersebut menunjuk untuk status 
kewarganegaraan dan penduduk Rl, yaitu Tahun 1947 yang menyebutkan 
sebagai Warga Negara Indonesia adalah juga badan hukum yang didirikan 
menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat 
kedudukan di dalam dacrah negara Indonesia.^"' 

Dengan demikian, perusahaan modal asing yang berbentuk badan 
hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mempunyai 
status sebagai Warga Negara Indonesia. 

^'Chaidir AM, Badan / / ivG/m, Alumni, Bandung, 1991, h. 21. 
Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, Alumni, Bandung, 1993, h. 25. 
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Adapun bentuk hukum (rechtvorm) perusahaan modal asing, maka 
menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman 
Modal Asing, ditentukan bahwa bentuk hukum perusahaan modal asing adalah 
Perseroan Terbatas 

2. Daerah Berusaha 

Mengenai daerah berusaha perusahaan modal asing ini diatur dalam 

Pasal 4. UPMA. yang bunyi selengkapnya adalah : 

Pasal 4 ; 

Pemerintah menetapkan daerah berusaha pcrusahaan-pcrusahaan modal 
asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi 
nasional maupun daerah, macam perusahaan, besamya penanaman modal 
dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan Rencana Pembangunan 
Ekonomi Nasional dan Daerah". 

"Pentingnya penetapan daerah bcrusaha oleh Pemerintah, adalah untuk 
dapat mengusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia 
dengan modal asing, sebagai contoh daerah-daerah minus diusahakan untuk 
menjadi daerah surplus".^* 

Mengenai perlunya pemerataan perusahaan modal asing di seluruh 
wilayah Indonesia, maka menurut T, Mulya Lubis, "apabila asas pemerataan 

Ibid., h. 27 
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itu diabaikan, maka akan terjadi dampak sosial yang bisa merusak iklim 
penanaman modal".**' 

C. Bidang Usaha Perusahaan Modal Asing 
Di dalam UPMA ditetapkan bidang-bidang usaha mana yang terbuka 

bagi modal asing, akan tetapi menyerahkan penetapan perincian bidang-bidang 
usaha tersebut beserta penentuan syaral-syarat kepada Pemerintah. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bidang usaha modal asing 
diatur dalam Pasal 3 UPMA, yang lengkapnya berbunyi: 

Ayat (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka 
bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-
tiap usaha tersebut" 

Ayat (2) "Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu 
Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka 
menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan 
perkembangan-perkembangan ekonomi dan teknologi". 

D. Tenaga Kerja di Perusahaan Modal Asing 
Dalam melaksanakan usahanya, tentu perusahaan modal asing 

memerlukan tenaga kerja. Mengenai tenaga kerja di perusahaan modal asing 

ini diatur di dalam Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 UPMA. 

Sumantoro, Op. Cit., h. 95 



Pasal 9 : 
"Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan 
direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam". 

Wewenang pemilik modal asing untuk menentukan direksi perusahaan 

adalah didasarkan atas pertimbangan agar pemilik modal asing itu dapat 

menentukan sendiri orang-orang yang dianggap dapat dipercayai untuk 

diserahi pekerjaan pcngurusan perusahaan. Jika perusahaan modal asing itu 

merupakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional, maka menurut 

memori penjelasan UPMA penetapan direksi dilakukan bersama-sama antara 

pemilik modal asing dan modal nasional. 

Pasal 10 : 
"Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan 
tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal 
tersebut dalam Pasal 11". 

Pasal tersebut di atas mewajibkan perusahaan modal asing untuk 

menggunakan tcnaga-tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali dalam hal-

hal yang ditentukan dalam Pasal 11 yang selengkapnya berbunyi ; 

Pasal 11 : 
"Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau 
menggunakan tenaga-lenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga 
negara asing jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga 
warga negara Indonesia". 
Apabila pasal-pasal 9, 10 dan 11 dihubungkan satu sama lain, maka 

akan tercermin bahwa pada prinsipnya UPMA menghendaki agar perusahaan-
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perusahaan modal asing menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, 

akan tetapi apabila tenaga pimpinan dan atau tenaga ahli yang dibutuhkan 

belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia, maka perusahaan 

modal asing itu diberikan izin untuk menggunakan tenaga kerja warga negara 

asing. 

Mengenai klasifikasi tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di 

perusahaan modal asing ini, Ismail Suny, mengatakan sebagai berikut: 
"... klasifikasi tenaga kerja asing yang dibolehkan dipekerjakan di 
perusahaan-perusahaan modal asing, sesuai dengan kehendak pembuat 
UPMA, ialah tenaga Direksi (eksekutif/managemen, tenaga pimpinan 
dan tenaga ahli baik dibidang teknik maupu administrasi, dengan 
ketentuan apabila kedua macam tenaga kerja ini belum ada di 
Indonesia sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan modal 
asing tersebut.'^' 

Mengenai fasilitas yang harus diberikan kepada tenaga kerja warga 

negara Indonesia yang bekerja di perusahaan modal asing itu, UPMA memuat 

ketentuan yang kewajibkan perusahaan-perusahaan modal asing tersebut untuk 

menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan. Ketentuan ini terdapat 

dalam Pasal 12 UPMA yang lengkapnya berbunyi : 

Pasal 12 : 

"Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan 
dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di 

Ibid.,h. 62. 
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dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga 
negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga 
warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara 
Indonesia". 

Fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan yang wajiba diselenggarakan 

dan/atau disediakan oleh perusahaan modal asing, selain meliputi bidang 

teknik, juga di bidang management dan business administration, terutama di 

bidang pemasaran dalam dan luar negeri, demikian menurut Memori 

Penjelasan UPMA. 

Selanjutnya di dalam Pasal 13 UPMA ditentukan bahwa Pemerintah 

mengawasi pelaksanaan Pasal 9, 10, 11 dan 12 UPMA secara aktif dan efektif. 

E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Asing 
Hak-hak Perusahaan Modal Asing 

Untuk menarik minat Penanam Modal Asing (Investor) agar 

menanamkan modalnya di Indonesia, maka UPMA memberikan hak-hak, 

antara lain sebagai berikut; 

1) Perusahaan modal asing diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan 

direksi perusahaan di mana modalnya ditanam (Pasal 9 UPMA). 

2) Perusahaan modal asing diberikan hak untuk menggunakan tenaga kerja 

warga negara asing untuk jabatan tenaga pimpinan dan tenaga ahli di 
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bidang teknik maupun administrasi apabila jabalan-jabatan tersebut belum 

dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia (Pasal 11 UPMA). 

3) Perusahaan modal asing diberikan hak transfer keluar negari dalam valuta 

asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk : 

a) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan 

kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia. 

b) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan 

di Indonesia. 

c) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut. 

d) Penyusutan alat-alat perlengkapan lengkap. 

e) Kompensasi dalam hal nasionalisasi 

(Pasal 19 UPMA) 

4) Perusahaan modal asing diberikan hak atas tanah berupa hak guna 

bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya 

(Pasal 14 UPMA). 

5) Perusahaan modal asing diberikan hak untuk mendapat ganti rugi/ 

kompensasi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui 

bersama (Investor dan Pemerintah) sesuai dengan azas-azas hukum 

intemasional yang berlaku, apabila terhadap perusahaan modal asing 
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tersebut dilakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik atau 

tindakan-tindakan lain yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus 

perusahaan yang bersangkutan (Pasal 22 UPMA). 

Selain diberikan hak-hak seperti tersebut di atas kepada perusahaan 

modal asing juga diberikan kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan 

pungutan lainnya berupa pembebasan dan keringan. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pemberian kelonggaran di bidang perpajakan 

dan pungutan lainnya bagi perusahaan modal asing adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo PP No. 34 Tahun 

1994 Tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal di Bidang-bidang 

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. 

Kewajiban-kewajiban Perusahaan Modal Asing 

Selain diberikan hak guna kelancaran usahanya, maka UPMA telah 

menetapkan kewajiban-kewajiban kepada perusahaan modal asing. Adapun 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan modal asing 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UPMA, antara lain sebagai berikut: 

a. Perusahaan modal asing wajib memenuhi akan tenaga kerjanya 

dengan warga negara Idonesia, kecuali untuk jabatan yang belum 
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dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia (Pasal 10 

UPMA). 

Perusahaan modal asing wajib menyelenggarakan dan/atau 

menyediakan fasilitas-fasilitas latihan pendidikan di dalam dan/atau 

di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara 

Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga 

warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara 

Indonesia (Pasal 12 UPMA) 

Perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan 

perusahannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan 

tidak merugikan kepentingan negara (Pasal 26 UPMA). 

Perusahaan modal asing yang seluruh modalnya modal asing wajib 

memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif 

seteiah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 27 UPMA). 

Perusahaan modal asing wajib mengadakan pembukuan tersendiri 

aari modal asingnya (Memori Penjelasan Pasal 18 UPMA). 

Perusahaan modal asing wajib menyampaikan kepada Pemerintah 

suatu ikhtisar dari modal asingnya setiap tahun (Memori Penjelasan 

Pasal 18 UPMA) 
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F. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi 
Penanaman. Modal 

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan dan 

proses penyelesaian penanaman modal, maka Pemerintah telah membentuk 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) 

Adapun dasar hukum pembentukan BKPM ini adalah Keppress Nomor 

33 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keppres 

Nomor 78 Tahun 1982 jo Keppres Nomor 35 Tahun 1985 jo Keppres Nomor 

25 Tahun 1991 tentang kedudukan, tugas dan fungsi BKPM, yang merupakan 

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor I tahun 1967 jo Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1970. 

Dengan dibentuknya BKPM ini, maka semakin jelas lembaga yang 

berwenang melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal yang berupa 

pengelolaan perizinan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan 

sebagainya. 

BKPM adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di 
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I 

bidang penanaman modal, memberikan bersetujuan dan perizinan penanaman 

modal serta melakukan pengawasa atas pelaksanannya. 

G. Tugas dan Fungsi BKPM 
Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa BKPM adalah suatu 

lembaga Pemeritah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. 

Oleh karena itu, BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

menetapkan kebijaksanaan dalam penanaman modal serta melakukan 

pengawasan atas pelaksanaannya. 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKPM menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya 

kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. 

b. Melakukan koordnasi perencanaan penenaman modal baik sektora! maupun 

regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu 

rencana terpadu dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-

Undang Penanaman Modal. 
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c. Menyiapkan dan menyusun daftar skala prioritas penanaman modal secara 

berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang 

bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman 

modal. 

d. Mengajukan daftar Skala Prioritas Penanaman modal tersebut pada huruf c 

kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dan keputusan presiden. 

e. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah 

sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan. 

f. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan dalam rangka menyediakan 

informasi yang seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal. 

g. Menyelenggarakan komunikasi promosi dan penerangan yang efektif 

dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya. 

h. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksanakan proyek-

proyek penanaman modal. 

i. Menilai/mengevaluasikan permohonan penanaman modal sesuai dengan 

kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku, 

j . Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal 

asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. 
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k. Memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri 

atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan penanaman 

modal asing. 

1. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang 

bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan 

keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan pelimpahan 

wewenang dari menteri yang bersangkutan. 

m. Memberikan peiayanan yang diperlukan bagi kelancarqan pelaksanaan 

penanaman modal. 

n. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang 

telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan BKPMD dan 

Departeman/Instansi yang bersangkutan. 

H. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 

Di daerah Tingkat Idibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Daerah (selanjutnya disingkat BKPMD), yang merupakan staf Pembantu 

Gubernur Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang 

berhubuiigan dengan penanaman modal di daerah yang bersangkutan. 
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BKPMD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab 

kepada Gubernur Kepala Daerah dan menerima petunjuk-petunjuk teknis dari 

Ketua BKPM. Hubungan kerja sama antara BKPM dan BKPMD dilakukan 

secara konsultatif fungsional. 

Pembentukan BKPMD beserta perincian susunan organisasi 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta berkonsultasi 

dengan Ketua BKPM dan seteiah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri 

yang bertanggung jawab di bidang penerbilan dan penyempumaan Aparatur 

Negara. 

Menurut Keppres Nomor 53 Tahun 1977 jo Keppres Nomor 26 Tahun 

1980, maka BKPMD mempunyai tugas pokok, yaitu : 

a. Menyelesaikan masalah-maslah pcnyediaan tanah/lokasi yang diperlukan, 

pemberian hak atas tanah (hak guna bangunan dan izin Undang-Undang 

Gangguan. Hak dan izin tersebut dikeluarkan seteiah permohonan 

penanaman modal yang bersangkuta disetujui Pemerintah. 

b. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang-bidang usaha 

penanaman modal daerah yang bersangkutan dilihat dari segi kepentingan 

perkembangan daerah yang bersangkutan. Evaluasi ini dilakukan atas 
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pelaksanaan penanaman modal yang memperoleh persetujuan dan perizinan 

penanaman modal yang memperoleh persetujuan dan perizinan Pemerintah, 

baik dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun di luar kedua Undang-undang 

tersebut. 

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah yang 

memperoleh persetujuan perizinan Pemerintah, baik di tingkat Pusat 

maupun di tingkat Daerah berdasarkan ketentuan pengendalian, 

pengawasan dan pembinaan yang ditetapkan oleh BKPM Pusat dan 

Departemen/Instansi lain yang bersangkutan. 

Dengan ditetapkannya pembagian tugas BKPM dan BKPMD maka 

semakin jelas lembaga yang lebih berwenang melakukan koordinasi 

pengelolaan penanaman modal. Hal ini akan memberikan rangsangan bagi para 

penanaman modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena sistem 

peiayanan yang dilakukan terpusat di BKPM/BKPD. 

Dengan demikian calon penanaman modal langsung berhubungan 

dengan BKPM/BKPMD sebagai pusat kegiatan peiayanan dan pengurusan 

hal-hal yang berhubungan dengan penanaman modal. Tujuannya agar semua 
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persetujuan maupun perizinan yang diperlukan oleh penanaman modal dapat 

diperoleh dari suatu Instansi. Prosedur inilah yang dikenal dengan istilah "One 

Stop Sei'vice System" atau "Sistem Peiayanan Satu Atap". 



BAB HI 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL 

DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHLN 1994 

A. Bentuk Periindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Terhadap Kepentingan Pemilik 
Modal Nasional 

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam 

rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya penulis singkat dengan PP 

Nomor 20 Tahun 1994), memberikan banyak kelonggaran kepada 

penanam/pemilik modal asing, seperti dihapuskannya ketentuan minimum 

investasi dan dihapuskannya ketentua divestasi. 

Berbagai kelonggaran yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 

kepada pemilik modal asing, khususnya kelonggaran dalam hal besamya 

prosentase kepemilikan saham dalam suatu perusahaan modal asing, akan 

sangat berpengaruh dalam penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, 

pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing tersebut. Hal itu 

disebabkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 

33 
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(selanjutnya penulis singkat dengan UUPMA) memberikan wewenang 

sepenuhnya kepada pemilik modal untuk menentukan direksi perusahaan 

dimana modalnya ditanam. Semakin besar modal/saham yang ditanamkan oleh 

penanam modal asing, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat 

ditanamkan oleh penanam modal asing tersebut, khususnya pengaruh dalam 

hal penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan 

pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan. Kondisi demikian 

pada akhirnya, diduga akan dapat merugikan kepentingan pemilik modal 

nasional. Pada khususnya dan kepentingan nasional Indonesia pada umumnya. 

Namun demikian, bukan berarti PP Nomor 20 Tahun 1994 tidak 

memberikan periindungan (hukum) terhadap kepentingan pemilik modal 

nasional, khususnya yang memiliki modal/saham dalam suatu perusahaan 

modal asing tersebut. Karena menurut B. L. Toruan, pemberlakuan PP Nomor 

20 Tahun 1994 itu sendiri dimaksudkan yaitu : " j 
"Sebagai upaya mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan 
ekonomi dan pembangunan nasional yang tentunya tetap 
memperhatikan kepentingan pemilik modal nasional." ' 

Persoalan kini adalah, "bagaimanakah bentuk periindungan hukum 

yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1999 ter|t4dap kepentingan pemilik 

" ' Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 29 Desember 2004. 



35 

modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minoritas dalam 

perusahaan modal asing tersebut ?" 

Oleh karena itu pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai 

bentuk periindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 

terhadap kepentingan pemiliki modal nasional dalam suatu perusahaan modal 

asing, yaitu kepentingan pemilik modal nasional dalam hal ; penetapan 

prosentase kepemilikan saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan 

direksi dan tenaga kerja, serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan. 

1. Penetapan Prosentase Kepemilikan Saham (Struktur Modal) 
Perusahaan 

Persoalan yang sering dihadapi dalam perusahaan modal asing yang 

modal/sahamnya merupakan patungan antara modal asing dan modal nasional 

adalah dalam hal penetapan besamya prosentase kepemilikan saham, karena 

menurut Sumantoro, dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh motif dan 

kepentingan dalam pendirian perusahaan modal asing tersebut. 

Perlu diketahui, bahwa dalam pendirian suatu perusahaan modal asing, 

terdapat jenis-jenis modal, yang terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu : 

1. Modal diketahui, ialah modal yang dinyatakan dalam statuten dan 
karena itu juga disebut "Statuten Kapital", yang merupakan jumlah 
maksimum dari jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh 
perseroan yang bersangkutan. 
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2. Modal yang ditempatkan yang merupakan seperlima daripada modal 
perseroan, dan terdiri dari modal bayar dan modal belum bayar. 

3. Modal bayar, ialah modal yang telah disetor oleh para pemegang 
saham. 

Pada awalnya, sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 1993 tentang 

Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, 

ditentukan adanya modal minimum penanaman modal asing untuk 

memperoleh persetujuan dalam rangka penanaman modal asing dibatasi 

sampai jumlah tertentu. 

Namun, sejak diberlakukannya PP Nomor 20 Tahun 1994, besamya 

modal asing yang dapat ditanamkan oleh penanaman modal asing yang 

diperlonggar, yaitu disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha 

(Pasal 2 Huruf b PP Nomor 20 Tahun 1994). 

Selanjutnya, pasal 7 ayat (1) SK. Meninvest/Ketua BKPM Nomor 

15/SK/l 994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam 

Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal, memberikan 

penegasan bahwa jumlah modal yang ditanamkan, sepenuhnya diserahkan 

kepada penanam modal, disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan 

usaha serta ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dalam pendirian 

perusahaan modal asing tersebut. 

Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Op. Cit., h. 95. 
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Dengan demikian, baik PP Nomor 20 Tahun 1994 maupun SK 

Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/l994, yang merupakan Peraturan 

Pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 1994 tersebut, memberikan kelonggaran 

kepada penanam modal asing dan penanam modal nasional untuk menentukan 

besamya jumlah modal/saham yang ditanamkan dalam perusahaan modal 

asing yang mereka dirikan, dengan berdasarkan atas kesepakatan para pihak 

dan disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha. 

Dapat dimengerti kekhawatiran banyak pihak bahwa kelonggaran yang 

diberikan PP Nomor 20 Tahun 1994 jo SK Meninvest/Ketua BKPM Nomor 

15/SK/l994, khususnya dalam hal proses penetapan besamya prosentase 

kepemilikan saham atau struktur modal perusahaan modal asing yang akan 

didirikan, akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh penanam modal asing 

untuk menanam modal asingnya, mengingat besamya modal yang mereka 

miliki, dengan tujuan mengcruk keuntungan semata-mata tanpa 

memperhatikan kepentingan pemilik moal nasional dan kepentingan nasional/ 

Indonesia. 

Namun demikian, apabila kita cermati, kelonggaran yang diberikan oleh 

Pasal 2 huruf b PP Nomor b PP Nomor 20 Tahun 1994 jo Pasal 7 ayat (1) SK 

Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/l994 itu dibatasi oieh Pasal 6 dan 7 PP 

Nomor 20 Tahun 1994 itu sendiri, yang menurut analisis B. L. Toruan 
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merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan periindungan hukum kepada 

pemilik modal nasional pada umumnya, melalui PP Nomor 20 Tahun 1994 

tersebut. 

Adapun bentuk periindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 6 dan 7 

PP Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional. 

Khususnya dalam hal penetapan besamya prosentase kepemilikan saham 

perusahaan modal asing, sebagaimana dikemukakan oleh B. I. Toruan, adalah : 
1. Penetapan prosentase kepemilikan saham bagi pemilik modal 

nasional sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh 
modal disetor perusahaan pada waktu pendirian; 

2. Pembatasan jumlah pemilikan saham mayoritas perusahaan 
berdasarkan ukuran waktu yaitu selama-lamanya 15 tahun sejak 
berproduksi komersial. 

3. Pengalihan saham perusahaan dari pemilik modal asing kepada 
pemilik modal nasional dalam jangka waktu paling lama 15 tahun 
sejak berproduksi komersial baik melalui pengalihan langsung 
{privateplacement) atau melalui pasar modal di Indonesia.'"^' 

Jika kita cermati ketentuan Pasal 6 PP Nomor 20 Tahun 1994, maka 

nampak bahwa pemilik modal nasional berada dalam kedudukan sebagai 

pemegang saham minoritas yaitu hanya 5 % (lima perseratus) dari seluruh 

modal yang disetor pada waktu perusahaan didirikan. 

Kedudukan pemilik modal nasional sebagai pemegang saham minontas 

itu, akan menyulitkan pemilik modal nasional itu sendiri dalam hal penentuan 

Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 29 Desember 2004. 
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dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan 

perusahaan. 

Namun, menurut Sumantoro, pemegang saham minoritas dapat 
memperoleh hak suara yang lebih besar dengan berbagai pendekatan, yaitu : 

a. Penggunaan berbagai jenis dan kelas saham yang berbeda; 
b. Peningkatan hak pengawasan atas manajemen perusahaan; 
c. Mencantumkan hak veto pada dokumen akte pendirian perusahaan; 
d. Penetapan dalam kebijaksanaan sebagai pemberi jasa hak patent, 

bantuan teknik dan komoditi tertentu. 

Selain itu, menurut Ana Suryana, khusus mengenai program pengalihan 
saham dari pemilik modal/saham asing kepada pemilik modal/saham nasional 
(Indonesianisasi saham), dalam prakteknya yaitu : 

"Selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan Pemerintah, biasanya juga dilaksanakan dengan 
mencantumkan pada akte pendirian perusahaan suatu klausula khusus 
tentang kewajiban pengalihan hak atas saham dari pemilik modal asing 
kepada pemiiik modal nasional".'^' 

Jika kita cermati, maka nyatalah bahwa pencantuman klausula khusus 
tentang pengalihan hak atas saham dari pemilik modal asing kepada pemilik 
modal nasional dalam akte pendirian perusahaan modal asing tersebut, 
merupakan upaya pemilik modal nasional sendiri untuk mengadakan instrumen 
hukum yang dapat melindungi kepenlingannya. 

" ' Sumantoro, Op. Cit., h. 187. 
Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 

Selatan, Palembang 29 Desember 2004. 
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Peraturan klausula khusus tentang pengalihan hak atas saham dalam 
akte pendirian perusahaan modal asing itu sendiri, mempunyai kekuatan 
hukum yang kuat karena didasarkan atas Pasal 1338 KUHP Perdata jo Pasal 27 
UPMA jo Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 jo Pasal 13 SK. Meninvest Nomor 
15/SK/I994. 

Dengan demikian, walaupun pada satu sisi PP Nomor 20 tahun 1994 
memberikan kelonggaran kepada pemilik modal asing dan pemilik modal 
nasional dalam hal proses penetapan besarnya prosentase kepemilikan saham 
atau struktur modal, akan tetapi pada sisi lainnya, PP Nomor 20 Tahun 1994 
itu sendiri memberikan pembatasan terhadap kelonggaran tersebut, sebagai 
suatu upaya untuk memberikan periindungan hukum bagi kepentingan pemiiik 
modal nasional pada khususnya dan kepntingan nasional Indonesia pada 
umumnya. 

2. Penentuan dan Penggunaan Direksi dan Tenaga Kerja Perusahaan 
Dalam menjalankan suatu perusahaan modal asing, ada dua hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Penggunaan direksi dan tenaga kerja lokal. 
2. Penggunaan tenaga manajer yang tepat. 
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Telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, bahwa dalam 

menjalankan suatu perusahaan modal asing, harus menggunakan direksi dan 

tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin. Kebijaksanaan Pemerintah tentang 

keharusan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia ini tertuang dalam 

Pasal 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , dan 13 UPMA. 

Mengenai penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja di 

perusahaan modal asing. Pasal 9 UUPMA telah memberikan wewenang 

sepenuhnya kepada pemilik modal asing untuk menentukan direksi perusahaan 

bersama-sama dengan pemilik modal nasional. 

Selanjutnya, oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 kepada pemilik modal 

asing diberikan kesempatan untuk menjadi pemilik modal/saham mayoritas, 

bahkan sampai sebesar 95 % dari seluruh modal/saham perusahaan modal 

asing yang didirikan. 

Kebijaksanaan Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan 

modal asing, melalui PP Nomor 20 Tahun 1994, untuk menjadi pemilik modal/ 

saham mayoritas dalam suatu perusahaan modal asing, membuka kemungkinan 

bagi pemilik modal asing untuk memaksakan kehendaknya, menentukan 

sendiri direksi dan tenaga kerja yang akan digunakan dalam menjalankan 

perusahan. 
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Apalagi, menurut pasal 10 dan 1 UPMA, kewajiban perusahaan modal 

asing untuk menentukan dan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia, 

mendapatkan dan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia, 

mendapatkan pengecualian untuk tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga 

negara asing bagi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara 

Indonesia. 

Dalam hal penggunaan direksi, akan memegang peranan yang sangat 

penting, karena secara umum tanggung jawab direksi adalah : 
"Menetapkan kebijaksanaan perusahaan termasuk tanggung jawab 
manajemen perusahaan serta pengawasan atas perusahaan, sekaligus 
menunjuk pejabat pelaksana kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
direksi" 

Secara lebih jelas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1, menyebutkan tugas direksi yaitu 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan 

tujuan perseroan serta, mewakili perseroan baik didalam maupun diluar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. 

Jika dihubungkan dengan motif dari penanaman modal asing itu sendiri, 

dapatlah disadari bahwa adanya keinginan dari masing-masing pihak, dalam 

hal ini adalah pemilik modal nasional dan pemilik modal asing untuk mengejar 

''Mbid.,h. 180. 
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kepenlingannya masing-masing pihak yang ada dalam perusahaan modal asing 

tersebut. 

Sebagai gambaran dapat dilihat dari penanaman modal yang dilakukan 

oleh Penanam Modal Malaysia (dalam hal ini kumpulan Guthrie Berhad 

sebagai pemegang saham mayoritas 70 %) pada PT. Guthrie Pecconina 

Indonesia, hampir semua jabatan yang penting dan strategis dalam perusahaan 

modal asing itu diduduki oleh tenaga pimpinan dan tenaga kerja warga negara 

Malaysia, sedangkan penanam modal nasional (dalam hal ini PT. Pecconina 

Baru selaku pemegang saham minoritas sebesar 30 %) hanya mendapat posisi/ 

jabatan yang mengurus masalah perizinan dan personalia.'^' 

Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa loyalitas para pucuk 

pimpinan perusahaan modal asing tersebut pada umumnya pada kantor 

pusatnya dan jarang ditemui adanya pimpinan yang loyal kepada perusahaan 

modal asing tersebut bila terjadi kepentingan diantara pihak. 

Namun demikian, menurut Ana Suryana, pemilik modal asing yang 

memiliki modal/saham mayoritas dalam suatu perusahaan modal asing, tidak 

' Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 29 Desember 2004. 

J. Panglaytan, Investasi Langsung Jepang di Kawasan ASEAN, Andi 
Offsel. Yogyakarta, 1999, h. 64. 
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dapat begitu saja memaksakan kehendaknya untuk menentukan sendiri direksi 

dan tenaga kerja perusahaan, mengingat dua hal yaitu : 
1. Penentuan dan penggunaan direksu dan tenaga kerja dalam suatu 

perusahaan modal asing harus mendapat izin atau persetujuan dari 
Meninvest/ Ketua BKPM sebagaimana yang telah diatur dalam SK 
Meninvest/Ketua BKPM Nomor 12/SK/1996 tentang Tata Cara 
Permohonan Modal yang didirikan diam rangka PMDN dan PMA; 

2. Pemilik modal asing wajib meiaksankan program Indonesianisasi 
tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UPMA dan Peraturan 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.'**' 

Dalam prakteknya, Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi 

Penanaman Modal dan Departemen Tenaga Kerja, telah menentukan 

persyartan dalam setiap permohonan penanaman modal asing, khususnya 

Permohonan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), untuk menyusun suatu daftar 

kebutuhan tenaga kerja (manning table), yang menerangkan tentang jumlah 

jenis, jangka waktu yang diperlukan serta proses penggantian tenaga kerja 

asing oleh tenaga kerja Indonesia (Program Indonesianisasi Tenaga Kerja).^*'' 

Dalam hal ini, BKPM sebagai lembaga koordinasi penanaman modal 

asing, perlu pula mengarahkan pembagian kerja pengelolaan perusahaan modal 

asing tersebut, yaitu mengarahkan agar posisi direksi yang jelas-jelas dapat 

' Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 29 Desember 2004. 

^ '̂ Hasil Wawancara dengan Kepala Peiayanan Umum, Provinsi Sumatera 
Selatan, Palembang 30 Desember 2004. 
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diisi oleh tenaga kerja Indonesia perlu diisi oleh tenaga kerja Indonesia 

mengingat pemilik modal nasional berada pada kedudukan yang tidak 

menguntungkan yaitu berkedudukan sebagai pemilik modal minoritas dalam 

perusahaan modal asing tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan dalam 

penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja perusahaan. 

Selam itu, kewajiban perusahaan modal asing untuk melaksanakan 
program indonesianisasi tenaga kerja (penggantian tenaga kerja asing oleh 
tenaga kerja Indonesia). Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UPMA, 
No. 11 Tahun 1970 temyata memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 
disesuaikan dengan pelaksanaan program Indonesianisasi saham (pengalihan 
saham dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional) seperti yang 
ditentukan oleh Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1994. 

Mengenai penentuan dan penetapan tentang penggunan direksi dan 

tenga kerja di perusahaan modal asing ini, menurut Somantoro, sangat 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu : 
a. Jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan hukum 

darinegara yang bersangkutan 
b. Jumlah yang dikehendaki oleh para peserta untuk diwakili dalam 

jabatan direksi; 
c. Prosentase penguasaan dari masing-masing peserta; 
d. Kemampuan dari masing-masing peserta untuk memberikan tenaga 

direksi yang cakap; 
e. Keinginan untuk memiliki keahlian yang diperlukan, 
f. Keperluan untuk mayoritas, khususnya untuk kepentingan dewan, 
g. Keinginan daripada efisiensi perusahaan itu sendiri 
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Selanjutnya, apabila kita cermati ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat diketahui bahwa 

masalah hak suara yang dimiliki oleh penanam modal asing untuk menentukan 

penggunaan direksi dan tenaga kerja, sangat erat kaitannya dengan jenis saham 

yang dikeluarkan oleh perusahaan modal asing tersebut. Masing-maing pihak 

dapat menentukn jenis-jenis saham yang akan dijadikan sebagai modal 

mendirikan perusahaan, lengkap dengan hak dari masing-masing jenis saham, 

karena jika terdapat beberapa jenis saham maka perimbangan pada 

kepemilikan saham tidak secara mutlak menggambarkan prosentase suara yang 

dimiliki dalam perusahaan modal asing tersebut. Prosentase tersebut hanya 

akan berarti jika hak-hak untuk setiap jenis saham ditetapkan secara jelas. 

Pada akhirnya, harus disadari bahwa hak pemiiik modal nasional dalam 

hal menetapkan penggunaan direksi dan tenaga kerja, sangat bergantung pada 

tingkat kesadaran dan kekuatan dari pemilik modal nasional itu sendiri, 

terutama dalam menyusun akte pendirian perusahaan modal asing dan dalam 

merumuskan perjanjian kerjasama patungan tersebut. 

Oleh karena itu, menurut Ana Suryana, pada tahap penyusunan akte 

pendirian perusahaan inilah dibutuhkan pembinaan dan pengarahan dari notaris 

agar dapat membantu dalam mengurangi kelemahan dari pemilik modal 

nasional. 
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Menurut pendapat penulis, dalam hal ini lidak dapat pula 

dilupakan penerapan Pemerintah, khususnya Menteri Kehakiman dalam 

mempertimbangkan pengesahan akte pendirian suatu perusahaan modal asing, 

hendaknya mendasamya pada kepentingan nasional Indonesia, khususnya 

kepentingan pemilik modal nasional, bahkan bila perlu dapat melakukan 

perubahan atas kelemahan yang ada. 

3. Pengelolahan dan Pengawasan Perusahaan 

Menurut Pasal 26 UPMA Undang-undang No. 11 Tahun 1970, ada 2 

kewajiban yang harus diperhatikan dalam mengelola suatu perusahaan modal 

asing, yaitu : 

1. Wajib mengendalikan perusahaan sesuai dengan asas ekonomi perusahaan; 

2. Wajib melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan tidak merugikan 

kepentingan negara. 

Dalam Memeori Penjelasan Pasal 26 UPMA Undang-undang No. 11 

Tahun 1970 itu dijelaskan bahwa ditetapkannya 2 (dua) kewajiban itu 

dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing tersebut 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara, ataupun 

perusahaan modal asing yang bersangkutan tidak melakukan sepenuhnya 
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tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menggunakan perusahaan secara 

efektif dan efisien. Sesuai dengan tujuan pemberian penanaman modal asing di 

Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan adanya 2 (dua) kewajiban perusahaan modal 

asing itu, maka PP No. 20 Tahun 1994 menentukan beberapa hal yang juga 

harus diperhatikan, yaitu : 

a. Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya melalui tempat 

kedudukan (kantor pusat administrasi) di wilayah hukum Indonesia; 

b. Perusahaan modal asing dapat melakukan kegiatan usahanya diseluruh 

wilayah Indonesia, dan bagi daerah yang ada kawasan berikat atau kawasan 

industri , maka lokasi kegiatan usahanya itu diutamakan di kawasan itu; 

c. Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi 

komersial. Apabila temyata kegiatan usaha perusahaan modal asing 

tersebut mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan 

pembangunan nasional, maka Meninvest/Ketua BKPM, seteiah mendengar 

pertimbangan Menteri terkait, dapat memperbaharui izin usahanya. 

Dapat dipahami bahwa kebijaksanaan Pemerintah menentukan adanya 2 

(dua) kewajiban perusahaan modal asing dalam mengelola kegiatan usahanya 
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sesuai PP No. 20 Tahun 1994, karena pihak yang berwenang mengelola 

kegiatan perusahaan modal asing tersebut adalah pemilik modal asing. Hal ini 

disebabkan pemilik modal asing yang berdudukan sebagai pemegang saham 

mayoritas mempunyai hak yang lebih besar dalam menentukan direksi yang 

akan mengurus perusahaan sekaligus hak untuk mengawasi pengurusan 

perusahaan oleh direksi yang ditunjukkannya itu. 

Selanjutnya, mengenai kewajiban "mengendalikan perusahaan sesuai 

dengan asas ekonomi perusahaan", maka menurut Ana Suryana, S.H., 

kewajiban ini berkaitan dengan 2 (Dua) hal yang sesungguhnya menjadi inti 

dalam pengelolaan perusahaan modal asing, yaitu : 

1. Penggunaan tenaga kerja secara baik dan profesional; 

2. Pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien.^'' 

Dalam hal penggunaan tenaga kerja perusahaan secara baik dan 

profesional, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) SK. Meninvest/Ketua BKPM No. 

21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan 

Dalam Rangka PMDN dan PMA, ada suatu program (Pemenntah) yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan modal asing, yaitu program pendidikan dan 

Hasil Wawancara dengan Ana Suryana, Eksekutif Urusan Umum 
PT.Guthrie Pecconina Indonesia, Palembang, 30 Desember 2004 
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latihan tenaga kerja Indonesia oleh tenaga kerja asing yang diperkerjakan oleh 

perusahaan modal asing itu. 

Menurut B.L. Toruan, Program Pendidikan dan Latihan bagi tenaga 

kerja Indonesia itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat terjadinya 

alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia yang 

dipekerjakan di perusahaan modal asing itu."^ '̂ 

Sementara itu, dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan secara 

efektif dan efisien, maka menurut memori penjelasan Pasal 18 UPMA, ada 2 

(dua) kewjiban yang harus dilaksankana oleh suatu perusahaan modal asing 

tersebut, yaitu : 

1. Kewajiban mengadakan pembukan tersendiri dari modal asingnya; 

2. kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar tentang 

modal asingnya setiap tahun 

Dengan adanya kewajiban perusahaan modal asing untuk meiaksankan 

pembukuan tersendiri dari modal asingnya dan menyampaikan suatu ikhtisar 

tentang modal asingnya itu setiap tahunnya kepada Pemerintah maka 

perusahaan modal asing tersebut dapat memperoleh pengawasan sepenuhnya 

dari pemerintah (external control), sehingga Pemerintah dapat menilai apakah 

Hasil Wawancara dengan Ana Suryana, Eksekutif Urusan Umum 
PT.Guthrie Pecconina Indonesia, Palembang, 30 Desember 2004 



51 

perusahan modal asing itu telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 

kepentingan keuangan negara, Adapun yang berwenang dalam melakukan 

pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakuan 

oleh direksi (internal control) adalah Dewan Komisaris Perusahaan Modal 

Asing itu sendiri. 

Pada akhirnya harus dipahami bahwa dalam pasal 1 PP No. 20 tahun 

1994 telah ditentukan bahwa persahaan modal asing harus didirikan menurut 

Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ini berarti perusahaan 

modal asing tersebut harus mematuhi semua ketentuan yang terdapat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama tentang 

Penanaman Modal Asing, termasuk dalam hal; penetapan prosentase 

kepemilikan saham, penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta 

pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan. 

Dengan demikian, jika kita cermati uraian tentang penetapan prosentase 

kepemilikan saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan dan 

pengawasan perusahaan modal asing tersebut di atas, maka dapatlah 

disimpuikan bahwa sesungguhnya PP Nomor 20 Tahun 1994 tetap 

membenkan periindungan (hukum) terhadap kepentingan pemilik modal 

nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minoritas dalam suatu 

perusahaan modal asing. 
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Adapun periindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 

1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional dalam perusahaan modal 

asing tersebut, pada intinya berbentuk ketentuan-ketentuan yang membatasi 

kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada pemilik modal asing yaitu : 

1. Dalam hal penetapan prosentase kepemilikan saham perusahaan, maka 

pasal 6 dan 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 menentukan bahwa : 

a. Pemilik modal asing harus memberikan kesempatan kepada pemilik 

modal nasional untuk ikut menanamkan modal/saham sekurang-

kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal yang disetor pada 

awal pendirian perusahaan; 

b. Pemilik modal asing hanya berhak menjadi pemegang saham mayoritas 

selama-lamanya 15 tahun sejak berproduksi; 

c. Pemilik modal asing harus mengalihkan hak atas saham perusahaan 

kepada pemilik modal nasional dalam jangka waktu paling lama 15 

tahun sejak perusahaan berproduksi komersial, baik melalui pengalihan 

langsung (private placement) atau melalui pasar modal di Indonesia. 

2. Dalam hal penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta 

pengelolaan dan pengawasan perusahaan, maka pasal 1 PP Nomor 20 

Tahun 1994 menentukan bahwa perusahaan modal asing, khususnya 

pemilik modal asing harus tunduk dan mematuhi semua ketentuan dalam 
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peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di bidang 

penanaman modal asing, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 20 Tahun 

1994 itu sendiri, antara lain : 
a. Dalam hal penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja 

perusahaan : 
1) Penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja dalam 

perusahaan modal asing harus sesuai dengan kesepakatan dengan 
pemilik modal nasional dan harus mendapat izin atau persetujuan 
dari Meninvest/Ketua BKPM (Pasal 27 SK. Meninvest/Ketua 
BKPM Nomor 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan 
Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA). 

2) Pemilik modal asing harus melaksanakan Program Indonesianisasi 
Tenaga Kerja atau Program Penggantian Tenaga Kerja Asing oleh 
tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan modal 
asingnya, (pasal 12 UPMA jo pasal 27 SK. Meninvest/Ketua 
BKPM Nomor 21/SK/1996). 

b. Dalam hal pengelolaan dan pengawasan perusahaan : 
1) Perusahaan modal asing wajib mengendalikan perusahaan sesuai 

dengan asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan 
kepentingan negara, termasuk kepentingan pemilik modal nasional 
(pasal 26 UPMA). 
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2) Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan 

berproduksi komersial dan hanya dapat diperpanjang oleh 

Menivest/K-Ctua BKPM, jika kegiata/.^usahanya mendatangkan 

manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan pembangunan 

nasional (pasal 3 PP Nomor 20 Tahun 1994). 

3) Perusahaan modal asing wajib menyampaikan kepada Pemerintah 

suatu pembukuan ikhtisar tentang modal asingnya setiap tahun 

(Memori Penjelasan Pasal 18 UPMA). 

B. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal / Daerah Dalam Melindungi 
kepentingan Pemilik Modal Nasional 

Sebagai mana diketahui, untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam 

penyelenggaraan dan proses penyelesaian penanaman modal, maka pemerintah 

telah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal di Tingkat Pusat, dan 

Badan Koordinasi penanaman Daerah. (selanjutnya penulis singkat dengan 

BKPM/ D). 

Mengenai BKPM / D ini, Sumantoro menyebutkan bahwa : 
"BKPM merupakan lemaga koordinatif antara Departemen sektorial dan 
lembaga negara lainnya yang erat kaitanya dengan kepentingan 
penanaman modal, terutama modal asing, yang berfungsinya adalah 
menterjemahkan UPMA yang diluangkan dalam bentuk peraturan 
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pelaksanaan sekaligus menjadi pusat informasi serta peiayanan 
permohonan dan seleksi izin".^''' 
Dengan dibentuknya BKPM/D ini, maka semakin jelas lembaga yang 

berwenang melakukan koordinasi pengelolahan perizinan, pembinaan dan 
pengawasan penanaman modal, dan sebagainya. 

Berkaitan dengan adanya upaya pemerintahan dalam melindungi 
kepentingan pemilik modal nasional khususnya yang memiliki saham/ modal 
minoritas dalam perusahaan modal asing, terutama seteiah diberlakukanya peraturan 
peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, maka ada beberapa peranan yang dapat 
dilakukan oleh BKPM/D. 

Peranan BKPM / D itu, terutama berkaitan dengan dua hal, yaitu : 
penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja perusahaan, serta 
pengolahan dan pengawasan perusahaan. 

Adapun peranan yang dapat dilakukan oleh BKPM/ D dalam melindungi 
kepentingan pemilik modal/ saham, khususnya yang memiliki saham/ modal 
minoritas dalam perusahaan modal asing, sesuai dengan ketentuan dalam sural 
keputusan ketua BKPM Nomor : 13/ SK/ 1992 tentang pemantuan, pembinaan dan 
pengawasaan penanaman modal sebagaimana telah dicabut oleh sural keputusan 
Menteri Negera Penggerakan Dana Investasi/ ketua BKPM Nomor : 22/SK/1996 
tentang pelaksanaan penanaman Modal adalah sebagai berikut ini. 

Sumantoro, Pcrananan Perusahaan Mullinasional Dalam Pembangunan 
Negara yang sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 
1993, h. 49. 
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1. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi 
Yang dimaksud dengan pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan yang 

dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang 
telah mendapat persetujuan pemerintah. Dan masalah-masalah yang dihadapi dilapangan 
{pasal 1 angka 1 huruf a SK Meninvestasi / ketua BPKM No. 22/SK/1996). 

Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi adalah semua kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan penanaman modal berdasarkan hasil 
pemantauan (Pasal 1 angka 1 huruf a SK Menivestasikan / ketua BPKM No. 
22/SK/1996). 

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sejak perusahaan memperoleh sural 
persetujuan / sural pemberitahuan tentang persetujuan Presiden (SP / SPPP) sampai 
perusahaan tidak lagi bersetatus sebagai perusahaan modal asing, (pasal 4 SK 
Meninvestasikan / ketua BPKM No. 22/SK/1996). 

Adapun tujuan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap modal asing itu, 
adalah: 

1) Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal: 
2) Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dengan 

tujuan untuk digunakan sebagai bahan masukan : 
a. Pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perusahan dan 

perizinan. 
b. Penyusunan kebijakan penanaman nodal. 
c. Pembinaan dan pengawasan. '̂*' 

' Hasil wawancara dengan Harun Sudarto. Kepala seksi Evaluasi dan pelaporan, 
BPKM/D Propinsi Dati I Sumatera Selatan, 31 Desember 2004 
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Selanjutnya, dalam hal-hal tertentu. BKPM/ D dapat bekerjasama dengan 
departemen teknisi/ instalasi terkait dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi dilakukan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja. 

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
ini adalah dengan cara melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data yang 
bersumber dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap semester. 
2. Melakukan Pembinaan 

Berbeda dengan pemantauan dan evaluasi, maka yang dimaksud dengan 
pembinaan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu 
memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal yang telah mendapat 
persetujuan pemerintah, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang 
direncanakan. (Pasal I angka 2 SK Meninvestasikan/ ketua BKPM No. 22/ SKy' 
1996), 

Jadi, pembinaan terhadap perusahaan modal asing ini, sesungguhnya 
dimaksudkan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah dan 
hambatan yang dihadapi oleh perusahaan modal asing tersebut, dengan tujuan untuk 
mempelancar pelaksanaan pengelolah perusahaan modal tersebut. 

Adapun pembinaan terhadap perusahaan modal asing ini, dalam kenyataan 
dilakukan dengan cara : 

1) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan modal asing 
mengenai berbagai kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan penanaman 
Modal, antara lain : 
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a. Program Indonesianisasi saham (pengalihan saham dari pemilik modal 
asing kepada pemilik modal nasional dalam jangka waktu 15 tahun) 

b. Program Indonesianisasi tenaga kerja (penggantian tenaga kerja asing oleh 
tenaga kerja Indonesia dalam jangka waktu tertentu) 

2. Memberikan bantuan pemecahan berbagai masalah dan hambatan yang 
dihadapi oleh perisahaan modal asing. Termasuk proyek didalamnya masalah 
pengelolaan proyek-proyek perusahaan asing. 

Sama halnya dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, maka kegiatan 
pembinaan terhadap perusahaan Modal Asing ini pun dilakukan sejak perusahaan 
memperoleh surat persetujuan / sural pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden 
(SP/SPPP) sampai perusahaan modal asing. 

Dalam hal-hal tertentu, BPKM / D dapat bekerja sama dengan Departemen Teknis 
/ Instansi terkait, untuk melakukan 

3. Melakukan Pengawasan 
Yang dimaksud dengan pengawasan ini adalah semua upaya atau kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan modal asing, khusus dalam hal-hal 
penggunan fasilitas perpajakan dan ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan 
(pasal 1 angka 3 SK Menivest / ketua BKPM No. 22/ SK /1996 ) 

Dengan demikian kegiatn pengawasan terhadap pengawasan penanaman modal 
dan penggunaan fasilitas fiskal / perpajakan dengan tujuan agar sesuai dengan 

Hasil wawancara dengan Harun Sudarto, Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan, 
Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004. pembinaan terhadap 
perusahaan modal asing tersebut. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penanaman modal, selanjutnya 
melakukan tindak lanjut atas penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan modal 
asing tersebut. 

Kegiatan pengawasan inipun dilakukan oleh BKPM / D sejak perusahaan 
modal asing memperoleh surat persetujuan / surat pemberitahuan Tentang 
persetujuan Presiden { SP / SPPP ) sampai perusahaan tidak lagi bersetatus sebagai 
perusahaan modal asing, dan dalam hal-hal tertentu, BKPM / D dapat bekerjasama 
dengan instansi terkait untuk melakukan pengwasan terhadap kegiatan perusahaan 
modal asing tersebut. 

Adapun kegiatan pengawasan terhadap perusahaan modal asing dilaksanakan 
dengan dua cara, yaitu ; 

1) . Pengawasan Secara Langsung 
Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara pengaturan 
pemeriksaan langsung dengan perusahaan modal asing yang 
bersangkutan. Pemeriksaan langsung ini dapat dilakukan bersama-sama 
oleh BKPM / D dan instansi terkait lainnya, tanpa mengganggu 
kelancaran kegiatan perusahaan dan memberitauhkan terlebih dahulu 
kepada pimpinan perusahaan dan penaggung jawab perusahaan yang 
berada dilokasi proyek. Meninvestasi / ketua BKPM. Gubernur kepala 
Daerah tingkat I yang bersangkutan dan instansi terkait dalam hal-hal 
tertentu. 

2) . Pengawasan Secara tidak Langsung 
Pengawasan ini dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi atas 
laporan dan informasi tentang penyimpanan pelaksanaan penanaman 
Modal oleh perusahaan modal asing. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap 
Laporan kegitan penanaman Modal { LKPM ) yang diisi secara lengkap 
dan mengambarkan keadaan yang sebenamya dari perusahaan modal 
asing yang bersangkutan. LKPM ini merupakan kewajiban yang harus 
disampaikan oleh perusahaan modal asing setiap tiga bulan sekali bagi 
perusahaan modal asing dengan investasi US$ 250 juta. Jika terdapat 
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Kesalahan atau kerancuan atas dna yang disampaikan, LKPM dikembalikan 
ke perusahaan untuk diperbaiki dengan alasan yang jelas, bahkan dapat 
dilakukan pemeriksaan secara langsung dilapangan. 

Selain dapat melakukan pemantauan dan evaluasi. Pembinaan , dan pengawasan, 
maka BKPM / D berwenang pula mengeluarkan modal asing yang terbukti: 

a. Melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing 
yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal atau ketentuan 
perizinan yang telah diberikan 

b. Menyaiahgunakan fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah 
c. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM. 
Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap modal asing yang terbukti 

melakukan tiga " tersebut dapat berupa : 
a. Penolakan peiayanan perizinan ; atau 
b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan atau kegiatan produksi: 
c. Pencabutan dibagian atau seluruh fasilitas yang diberikan ; atau 

d. PencabutanSP / SPPP. *̂*' 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat penulis disimpuikan bahwa 

peranan Badan kordinasi penanaman modal / Daerah dalam melindungi kepentingan 
pemilik Modal nasional, khususnya yang memiliki modal / saham minoritas dalam 
melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 

Hasil wawancara dengan Jupri Effendi, Kepala Seksi Pengawasan, Propinsi 
Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004 

Hasil wawancara dengan Harun Suadrto, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, 
^ropinsi Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004 
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operasional perusahaan modal asing yang bersangkutan, termasuk dalam hal ; penentuan 
dan penggunaan sangkutan, termasuk dalam hati ; penentuan dan penggunaan anggota 
direksi dan tenaga kerja perusahaan, serta pengolahan dan pengawasan perusahaan, selain 
itu. BKPM / D dapat mengcnakan sanksi terhadap perusahaan modal asing yang tclah 
terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
penanaman modal asing, ketentuan proyek penanaman modal asing. Dan ketentuan 
penzinan yang telah di berikan serta bukti pula menyalahgunakn fasilitas penanaman 
modal asing yang diberikan oleh pemerintah. 



BABIV 
PENUTUP 

Seteiah dilakukan pembahasan tentang Bentuk Periindungan Hukum 
yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 
Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, terhadap 
Kepastian Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Modal Asing dan Peranan 
BKPM/ D dalam perusahaan Modal Asing sehubungan dengan diberlakukannya 
PP No. 20 Tahun 1994 tersebut, maka pada Bab ini dapatlah penulis mengambil 
kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 

1. Periindungan hukum yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 
tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing terhadap Kepentingan Pemilik Modal 
Nasional dalam Perusahaan Perusahaan Modal Asing, pada intinya 
berbentuk ketentuan-ketentuan yang membatasi kelonggaran-
kelonggaran yang diberikan kepada Pemilik Modal Asing, baik dalam 
hal : penetapan prosentase kepemilikan modal/ saham (struktur modal), 
penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, maupun 
pengelolaan dan pengawasan dalam suatu perusahaan modal asing. 

62 
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2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Daerah dalam 
melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang 
memiliki modal/saham minuritas dalam suatu perusahaan modal asing 
adalah melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan 
terhadap kegiatan operasional perusahaan modal asing yang 
bersangkutan, termasuk dalam hal ; proses pengalihan saham/ modal 
perusahaan, penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga 
kerja perusahaan serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain 
itu, BKPM/D dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan modal 
asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing, 
ketentuan proyek penanaman modal asing dan ketentuan perizinan yang 
telah diberikan serta terbukti pula telah menyaiahgunakan fasilitas 
penanaman modal asing yang diberikan oleh Pemerintah. 

Saran-saran 
1. Sebaiknya pemerintah, khususnya Menteri Kehakiman dalam 

mempertimbangkan pengesahan akte pendirian suatu perusahaan 
modal asing, hendaknya mendasarkannya pada kepentingan nasional 
Indonesia, khususnya kepentingan pemilik modal nasional, bahkan 
bila perlu dapat melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang 
diduga dapat merugikan kepentingan pemilik modal nasional tersebut. 
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2. Hendaknya pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman 
Modal dapat bersikap tegas dan transparan dalam melaksanakan peran 
atau fungsi pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan 
terhadap kegiatan operasional perusahaan modal asing, dan bersungguh-
sungguh dalam menerapkan sanksi (Law Enforcement) terhadap 
perusahaan modal asing, khususnya pemilik modal asing yang terbukti 
melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang penanaman modal, termasuk Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 
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